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Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan 
biaya ringan adalah dambaan kita semua Altematif penyelesaian sengketa muncul 
sebagai gejala social dalam masyarakat yang tida.k percaya kepada lembaga 
peradilan untuk menyelesaikan sengketa mereka Dalam perkembangannya, 
semula mediasi merupakan pilihan penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang dibantu oleh pihak 
ketiga yang bersifat netral (mediator). Namun demikian, sejak tahun 2002 
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberdayaan 
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Selanjutnya terhadap 
materi SEMA Nomor I Tahun 2002 tersebut, MARI menyempurnakannya dengan 
mengeluarkan Peraturan Mabkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya MARI melakukan revisi 
dengan mengeluarkan PERMA Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan 

Permasalahan yang saya bahas dalam penulisan Tesis ini yaitu Bagaimana 
Peogaturan hukum penyelesaian sengketa dengan mediasi di Indonesia dan 
Bagaimana tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. metode 
penelitian yang digunakan yakni dengan metode penelitian hukum normatif yang 
di]al.'Ukan dengan studi kepustakaan. 

Hasil dari penelitian tesis ini, Secara yuridis normatif pengaturan hukum 
mediasi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu HIR, 
RBg. KUHPerdata dan diformalkan melalui Undang-Undang Kekuasaan 
Kehakiman serta ditegaskan lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 
I Tahun 2008. Keberadaan Peraturan Mabkamah Agung tersebut, disamping 
~eagakomodir ketentuan-ketentuan yang pemah diberlakukan dan lebih 
;;:.e;:igakomodir pluralisme hukum yang menghenda.ki untuk penyelesaian 
sengketa melalui mediasi yang mengedepankan musyawarah mufakat. Tahapan 
~~ediasi da1am penyelesaian sengketa perdata menurut Peraturan Mahkamah 
:\gung . o. 1 Tahun 2008 yakni terbagi dalam tahap pra mediasi dan tahap 
~ediasi . Tahap pra mediasi terdiri dari tahapan: pertama, Kewajiban Hakim 
Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum, kedua, Hak Para Pihak Memilih Mediator, 
l:zriga. memilih daftar Mediator, keempat, mensepakatai honorarium Mediator, 
• /hr.a rneoentukan batas waktu pemilihan Mediator, keenam, melaksanakan 

oses • fe.diasi dengan Iktikad Baik. Sedangkan di dalam tahapan Mediasi, terdiri 
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dari: pertama, Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi, 
kedua, menentukan Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal, ketiga, 
Meditor melaksanakan tugas-tugas sebagai mediator dalam proses mediasi, 
keempat, memberikan saran keterlibatan Ahli, kelima, proses mencapai 
kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan. 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Di Indonesia penyelesaian perselisihan diantara masyarakat telah ada sejak 

jaman kerajaan nusantara. Masyarakat nusantara pada waktu itu apabila 

mendapati sebuah perselisihan dalam masyarakat maka penyelesaiannya 

diserahkan kepada pemuka adat sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah 

komunitas adat. Hal tersebut mencerminkan bahwa keadaan sosial masyarakat 

nusantara sebelum Negara asing masuk juga telah memiliki budaya penyelesaian 

sengketa melalui perdamaian dengan mediasi oleh pemuka adat.. 

Di dalam komunitas masyarakat, kedamaian adalah merupakan iciaman 

seriap anggota masyarakat. Kedamaian akan terwujud apabila kepentingan yang 

berbeda dari masing-masing anggota ~yarakat tidak saling berbenturan. 

Penentangan kepentingan itulah yang menimbulkan perselisihan/persengketaan 

izn untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan 

·~a tertib,yaitu dengan membuat ketentuan atau kaedah hukum,yang harus ditaati 

d.eb setiap anggota masyarakat,agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. 

Kepentingan memiliki makna sebagai pemenuhan hak-hak dan kewajiban 

;erdata yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum perdata (materil) itu 

~jelma dalam undang-undang atau ketentuan yang tidak tertulis, merupkan 

;:e::nman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak 

:_ =!.s. merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang 

_ · :·a berbuat atau tidak berbuat di daiam masyarakat.Ketentuan-ketentuan 
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seperti ; "Siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk 

dimiliki sendiri secara melawan hukum .... dan sebagainya","siapa yang karena 

salahnya menimbulkan kerugian kepada orang 1ain diwajibkan menggant! 

kerugian kepada orang lain tersebut'',itu semuanya merupakan pedoman atau 

kaedah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindwigi kepentingan orang. 1 

Pelaksanaan dari hukum perdata (materil) dapat berlangswig secara diam

diam diantara para pihak yang berinteraksi,tanpa harus melalui instansi resmi. 

Na.mum acapkali terjadi hukum perdata (materil) itu dilanggar, sehingga ada pihak 

yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam 

masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materil perdata yang telah dilanggar itu 

haruslah dipertahankan dan ditegakkan. Untuk melaksanakan hukum perdata 

(materl/) terutama dalam hal ada pe1anggaran atau untuk mempertahankan 

berlangsungnya hukum perdata (materil) dalam hal ada tuntutan hak diperlukan 

rangkaian peraturan hukum lain, yaitu yang disebut hukum formil atau hukum 

~perdata. 

Hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan 

melaksanakan dan merµperthankan atau menegakan hukum perdata materil 

cengan perantaraan kekuasaan negara Perantaraan negara dalam 

i::empertahankan dan menegakan huk.um perdata materil itu terjadi melalui 

~diJan. Cara inilah yang disebut dengan litigasi. 

Pada dasarnya dalam cara Litigasi, inisiatif berekara ada pada diri orang 

~ berpekara ( dalam hal ini penggugat). Dengan kalimat lain ada atau tidak 

1 ~ Subekli. Arbitrase Perdagangan, (Jakarta: BPHN-Binacipta), 1981, hlm. 14. 
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